
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.553, 2022 BKKBN. Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga.  

 

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pemanfaatan 

data dan informasi keluarga, perlu mengatur 

mekanisme pemanfaatan data dan informasi keluarga 

untuk digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

dan pemangku kepentingan sebagai dasar dalam 

penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan 

pembangunan; 

  b. bahwa pengaturan pemanfaatan data dan informasi 

keluarga belum diatur secara komprehensif sehingga 

perlu diatur; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional tentang Pemanfaatan 

Data dan Informasi Keluarga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
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Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5614); 

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan  Presiden  Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi;  

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); 

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai 

Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 779); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 

BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN DATA 

DAN INFORMASI KELUARGA. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau 

deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, 

tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang 

merepresentasikan keadaan sebenarnya atau 

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.   

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 
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dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun nonelektronik.  

3. Data dan Informasi Keluarga adalah Data dan Informasi 

hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta 

penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga 

dan pemutakhirannya yang dikelola melalui sistem 

informasi keluarga. 

4. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut 

SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi Data, 

Informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, 

dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan 

dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan 

atau keputusan yang berguna dalam mendukung 

pembangunan keluarga. 

5. Agregat Data dan Informasi Keluarga adalah kumpulan 

data berdasarkan tingkatan wilayah yang berisi Data 

pendataan keluarga, Data pelayanan keluarga 

berencana dan Data pengendalian lapangan yang 

dikelola melalui SIGA. 

6. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program 

Bangga Kencana adalah program pemerintah yang 

melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga 

melalui peningkatan kualitas penduduk yang diukur 

dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga, kebijakan kependudukan melalui aspek 

pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga 

berencana. 

7. Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga adalah 

penggunaan Data dan Informasi Keluarga untuk 

Program Bangga Kencana serta program pembangunan 

pemerintah lainnya.  

8. Walidata Program Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang 

selanjutnya disebut Walidata Bangga Kencana adalah 
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pimpinan unit pada instansi pusat dan instansi daerah 

yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan 

Informasi Keluarga, serta melaksanakan 

penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga. 

9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 

selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah 

yang melaksanakan urusan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana di kabupaten/kota. 

10. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh walidata 

kepada pengguna untuk dapat mengakses Data dan 

Informasi Keluarga sesuai dengan izin yang diberikan. 

11. Surat Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi 

Keluarga adalah surat perjanjian atas penggunaan Data 

dan Informasi Keluarga yang berisi ketentuan-

ketentuan dalam penggunaan Data dan Informasi 

Keluarga. 

12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, 

masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, 

media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan 

tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra 

pembangunan dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga untuk mendukung Program Bangga Kencana 

dan program pembangunan lainnya.   

13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 

berencana. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan 

pengaturan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi 

pemerintah, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan 

dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, dan program 

pembangunan lainnya. 
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BAB II 

PELAYANAN PEMANFAATAN DATA DAN  

INFORMASI KELUARGA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Data dan Informasi Keluarga dikelola melalui SIGA. 

 

Pasal 4 

Pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dilakukan melalui: 

a. penyelenggara pelayanan; dan 

b. layanan pemanfaatan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggara Pelayanan  

 

Paragraf 1 

Penyelenggara 

 

Pasal 5 

(1) Penyelenggara pelayanan Data dan Informasi Keluarga 

dilakukan oleh Walidata Bangga Kencana dan walidata 

pendukung. 

(2) Walidata Bangga Kencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Walidata Bangga Kencana pusat; 

b. Walidata Bangga Kencana perwakilan provinsi; dan 

c. Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota. 

(3) Walidata Bangga Kencana pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan 

unit kerja BKKBN yang membidangi Data dan 

Informasi.  

(4) Walidata Bangga Kencana perwakilan provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
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merupakan pimpinan unit kerja perwakilan BKKBN 

provinsi. 

(5) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

merupakan pimpinan PD-KB. 

(6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pimpinan unit kerja BKKBN yang 

membidangi teknologi informasi. 

 

Pasal 6 

(1) Walidata Bangga Kencana pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Walidata Bangga 

Kencana perwakilan provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (4), dan walidata pendukung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN. 

(2) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan 

BKKBN Provinsi. 

 

Paragraf 2 

Kewajiban Penyelenggara 

 

Pasal 7 

(1) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga bagi pengguna. 

(2) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menandatangani pakta integritas. 

 

Pasal 8 

(1) Walidata Bangga Kencana pusat berkewajiban melayani 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi 

pengguna di tingkat pusat. 
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(2) Walidata Bangga Kencana perwakilan provinsi 

berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga bagi pengguna di tingkat provinsi.  

(3) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota 

berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga bagi pengguna di tingkat kabupaten/kota. 

(4) Walidata Pendukung berkewajiban memberikan 

dukungan teknologi informasi terkait Pemanfaatan Data 

dan Informasi Keluarga. 

 

Pasal 9 

(1) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota dalam 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dibantu oleh 

petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga. 

(2) Petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. penyuluh keluarga berencana; dan/atau  

b. petugas lapangan keluarga berencana. 

(3) Petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada 

tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan. 

 

Pasal 10 

(1) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota dalam 

melaksanakan tugas, dapat mendelegasikan kepada 

Petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

kecamatan atau desa/kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk memanfaatkan 

dan melakukan pendampingan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga bagi pengguna eksternal di tingkat 

kecamatan atau desa/kelurahan. 

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan penugasan Walidata 

Bangga Kencana kabupaten/kota. 
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Bagian Ketiga 

Layanan Pemanfaatan 

 

Pasal 11 

Penyelenggara pelayanan Data dan Informasi Keluarga 

dalam memberikan pelayanan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga harus memperhatikan: 

a. metode layanan; 

b. jenis Data; dan 

c. bentuk Data. 

 

Pasal 12 

(1) Metode layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 

huruf a meliputi: 

a. layanan Hak Akses; dan 

b. layanan Data.  

(2) Layanan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui pemberian identitas pengguna 

(user name) dan kata sandi (password). 

(3) Layanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan melalui pemberian Data berupa: 

a. dokumen nondigital (hardcopy);  

b. dokumen digital (softcopy); dan  

c. bentuk lainnya. 

 

Pasal 13 

(1) Jenis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf b meliputi: 

a. Data kependudukan; 

b. Data keluarga berencana; dan 

c. Data pembangunan keluarga. 

(2) Bentuk Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf c meliputi:  

a. Agregat Data dan Informasi Keluarga berdasarkan 

provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan 

atau desa/kelurahan; dan 
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b. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan individu 

dalam keluarga untuk variabel tertentu. 

 

Pasal 14 

(1) Pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat 

diintegrasikan dengan program dan/atau sistem 

lainnya. 

(2) Integrasi dengan sistem lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

MEKANISME PEMANFAATAN DATA DAN  

INFORMASI KELUARGA 

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 15 

(1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilakukan 

oleh pengguna Data dan Informasi Keluarga. 

(2) Pengguna Data dan Informasi Keluarga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pengguna internal; dan 

b. pengguna eksternal.  

 

Pasal 16 

(1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilakukan 

berdasarkan permohonan.  

(2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mengajukan surat permohonan kepada Walidata 

Bangga Kencana. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) paling sedikit memuat: 
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a. asal instansi/lembaga/unit kerja atau identitas 

pemohon; 

b. metode layanan data, jenis Data dan Informasi 

Keluarga, dan/atau bentuk Data dan Informasi 

Keluarga yang dimintakan/dimohonkan;  

c. tujuan pemanfaatan Data; dan 

d. jangka waktu penggunaan Data. 

(4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 17 

(1) Walidata Bangga Kencana melakukan telaah terhadap 

surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (3).  

(2) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1), Walidata Bangga Kencana dapat 

memberikan persetujuan atau penolakan. 

 

Pasal 18 

(1) Dalam hal permohonan disetujui, pemohon 

menandatangani Perjanjian Penggunaan Data dan 

Informasi dengan Walidata Bangga Kencana.  

(2) Pemohon yang telah menandatangani Perjanjian 

Penggunaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan data yang dimohonkan disertai dengan berita 

acara serah terima. 

(3) Format berita acara serah terima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 
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Bagian Kedua 

Pengguna Data dan Informasi Keluarga  

 

Pasal 19 

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (2) huruf a merupakan pengguna Data dan 

Informasi Keluarga yang berada pada unit kerja 

lembaga/organisasi Walidata Bangga Kencana. 

(2) Lembaga/organisasi Walidata Bangga Kencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. BKKBN; 

b. Perwakilan BKKBN Provinsi; dan 

c. PD-KB. 

 

Pasal 20 

(1) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari unsur: 

a. pemerintah; dan 

b. nonpemerintah. 

(2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi lembaga pemerintah, 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, 

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah 

desa.  

(3) Unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi Pemangku Kepentingan dan 

mitra kerja sesuai tingkatan wilayah. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

 

Paragraf 1 

Pengguna Tingkat Pusat  

 

Pasal 21 

(1) Pengguna tingkat pusat terdiri atas: 

a. pengguna internal; dan 
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b. pengguna eksternal. 

(2) Pengguna internal tingkat pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan pengguna Data dan 

Informasi Keluarga pada unit kerja di lingkungan 

BKKBN. 

(3) Pengguna eksternal tingkat pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengguna 

Data dan Informasi Keluarga di luar unit kerja BKKBN. 

 

Pasal 22 

(1) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna internal tingkat pusat diajukan oleh 

pejabat pimpinan tinggi pratama.  

(2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna eksternal tingkat pusat pada lembaga 

pemerintah disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi 

madya atau pimpinan tinggi pratama.  

(3) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna eksternal tingkat pusat pada lembaga 

non pemerintah disampaikan oleh pimpinan 

lembaga/organisasi. 

 

Pasal 23 

(1) Untuk pengguna eksternal tingkat pusat pada lembaga 

nonpemerintah yang permohonannya disetujui selain 

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18, harus 

melakukan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data 

dan Informasi Keluarga. 

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sebelum pemberian Pemanfaatan Data 

dan Informasi Keluarga. 

(3) Format perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
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Paragraf 2 

Pengguna Tingkat Provinsi 

 

Pasal 24 

(1) Pengguna tingkat provinsi terdiri atas: 

a. pengguna internal; dan 

b. pengguna eksternal. 

(2) Pengguna internal tingkat provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengguna 

Data dan Informasi Keluarga pada unit kerja di 

lingkungan perwakilan BKKBN provinsi. 

(3) Pengguna eksternal tingkat provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b pengguna Data dan 

Informasi Keluarga di luar unit kerja perwakilan BKKBN 

provinsi.  

 

Pasal 25 

Pengguna tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 mengajukan permohonan sesuai tahapan dan 

persyaratan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Walidata 

Bangga Kencana perwakilan provinsi. 

 

Pasal 26 

(1) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna internal tingkat provinsi disampaikan 

oleh pejabat administrator atau koordinator. 

(2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga 

pemerintah disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi 

pratama atau pimpinan tertinggi pada unit kerja 

pemohon. 

(3) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga 

nonpemerintah disampaikan oleh pimpinan 

lembaga/organisasi. 
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Pasal 27 

(1) Walidata Bangga Kencana perwakilan provinsi 

melakukan telaah terhadap permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 sebagai pertimbangan dalam 

memberikan persetujuan atau penolakan.  

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga disampaikan 

kepada pemohon. 

 

Pasal 28 

(1) Untuk pengguna eksternal tingkat provinsi pada 

lembaga nonpemerintah yang permohonannya disetujui 

harus melakukan perjanjian kerja sama Pemanfaatan 

Data dan Informasi Keluarga. 

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sebelum pemberian Pemanfaatan Data 

dan Informasi Keluarga. 

(3) Format perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Paragraf 3 

Pengguna Tingkat Kabupaten/Kota  

 

Pasal 29 

(1) Pengguna tingkat kabupaten/kota terdiri atas: 

a. pengguna internal; dan 

b. pengguna eksternal. 

(2) Pengguna internal tingkat kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengguna 

Data dan Informasi Keluarga pada unit kerja PD-KB. 

(3) Pengguna eksternal tingkat kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga di 

luar unit kerja PD-KB.  
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Pasal 30 

Pengguna tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 mengajukan permohonan sesuai tahapan 

dan persyaratan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.  

 

Pasal 31 

(1) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna internal tingkat kabupaten/kota 

disampaikan oleh pejabat administrator/pengawas atau 

koordinator/ subkoordinator. 

(2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna eksternal tingkat kabupaten/kota pada 

lembaga pemerintah disampaikan oleh pejabat 

pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tertinggi pada 

unit kerja pemohon. 

(3) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dari pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga 

nonpemerintah disampaikan oleh pimpinan 

lembaga/organisasi. 

 

Pasal 32 

(1) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota melakukan 

telaah atas permohonan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 sebagai pertimbangan dalam memberikan 

persetujuan atau penolakan.  

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga disampaikan 

kepada pemohon. 

 

Pasal 33 

(1) Untuk pengguna eksternal tingkat kabupaten/kota 

pada lembaga nonpemerintah yang permohonannya 

disetujui harus melakukan perjanjian kerja sama 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga. 
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(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sebelum pemberian Pemanfaatan Data 

dan Informasi Keluarga. 

(3) Format perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Bagian Keempat 

Larangan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

 

Pasal 34 

(1) Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, 

pengguna Data dan Informasi Keluarga dilarang: 

a. memberikan Data dan Informasi Keluarga kepada 

pihak ketiga; atau 

b. menggunakan Data dan Informasi Keluarga di luar 

tujuan pemanfaatan yang tertuang dalam Surat 

Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi 

Keluarga.  

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pengguna Data dan Informasi Keluarga dilarang 

menggunakan Data dan Informasi Keluarga yang 

pemanfaatannya bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

 

Pasal 35 

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga 

dilakukan oleh Walidata Bangga Kencana sesuai dengan 

kewenangannya. 
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Pasal 36 

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.  

(2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.  

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan 

Pemangku Kepentingan. 

(4) Walidata Bangga Kencana mengoordinasikan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sesuai 

dengan wilayah dan kewenangannya. 

 

Pasal 37 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap: 

a. aspek penyelenggaraan, berupa kesesuaian antara 

mekanisme yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga di setiap 

tingkatan wilayah; 

b. aspek penggunaan/Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga, berupa dampak/manfaat terhadap 

penggunaan Data dan Informasi Keluarga;  

c. aspek kepatuhan pengguna Data dan Informasi Keluarga 

terhadap isi dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data 

dan Informasi Keluarga; dan 

d. aspek lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi. 

 

Pasal 38 

(1) Petugas pemanfaatan atau pengguna Data dan 

Informasi Keluarga tingkat kecamatan, desa/kelurahan 

melaporkan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga di wilayahnya kepada Kepala PD-KB. 

(2) Kepala PD-KB melaporkan penyelenggaraan 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga di 

wilayahnya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. 
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(3) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melaporkan 

penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga di wilayahnya kepada Kepala BKKBN dengan 

tembusan kepada Walidata Bangga Kencana pusat. 

 

Pasal 39 

(1) Pelaporan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan 

Informasi Keluarga dilaksanakan pada tiap semester. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

pelaksanaan periode pelaporan.  

 

Pasal 40 

Hasil pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Pemanfaatan 

Data dan Informasi Keluarga. 

 

Pasal 41 

(1) Pengguna Data dan Informasi Keluarga yang melanggar 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Hak 

Akses.   

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) pengguna Data dan Informasi Keluarga 

dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh: 

a. Walidata Bangga Kencana pusat; 

b. Walidata Bangga Kencana perwakilan Provinsi; 

atau 

c. Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota,  

sesuai dengan kewenangannya. 
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BAB V 

PENDANAAN 

 

Pasal 42 

Pendanaan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Keluarga bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau  

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 43 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Mei 2022 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

HASTO WARDOYO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Juni 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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